SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN DI

Menimbang :

Mengingat

fom—ry

KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa berdasarkan Pasal 97A Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua, maka Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023
tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
Nelayan di Kabupaten Pacitan, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 105 Tahun
2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
Nelayan di Kabupaten Pacitan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6



10.

11.

12.

13.

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6893);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
118);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja
Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2024 Nomor 16};

Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2022 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2025 Nomor 6);



14. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan di Kabupaten
Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
NELAYAN DI KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan di Kabupaten Pacitan (Berita
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 12

Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta, dalam hal peserta

meninggal dunia yang baru mendaftar dan telah membayar iuran

dengan masa kepesertaan minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut, terdiri
atas:

a. santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);

b. santunan berkala 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) yang dibayar sekaligus;

c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
dan

d. manfaat beasiswa diperoleh setelah peserta memiliki masa iuran
paling singkat 3 (tiga tahun) dengan nomor kepesertaan yang sama.

Manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak, yang diberikan

berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pendidikan TK sampai SD/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan
menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun,;

b. pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah
per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3
(tiga) tahun,;

c. pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3
(tiga) tahun; dan

d. pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun,
dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.

Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum memiliki masa kepesertaan

3 (tiga) bulan berturut-turut BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan

manfaat biaya pemakaman kepada ahli waris sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 6 - 2025

BUPATI PACITAN
ttd
INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 38

#fian sesuai dengan aslinya
epala RBagian Hukum,

-




